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1. Terjadi penolakan masyarakat sebelum penetapan Rempang sebagai 

PSN & puncaknya terjadi demonstrasi besar pada 7 September 2023.

2. Investigasi awal Koalisi Solidaritas Nasional Untuk Rempang bahwa 

peristiwa 7 September 2023: terjadi penggunaan gas air mata mengenai 

anak-anak dan balita.

3. Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk peristiwa tanggal 7 

September 2023 di Rempang: Meminta Pemerintah Meninjau Kembali 

PSN untuk Rempang.

4. Perlu melakukan transisi energi yang berkeadilan sesuai Nilai & Prinsip 

Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan di Indonesia (tautan)

Latar Belakang

https://trendasia.org/wp-content/uploads/2022/11/Nilai-dan-Prinsip-Transisi-Energi-yang-Adil-dan-Berkelanjutan-Alternatif.pdf


1. Mengidentifikasi pola dugaan konflik kepentingan pejabat pemerintah dalam kebijakan Proyek 

Strategis Nasional Rempang Eco City dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Skala 

Besar di Batam, Kepulauan Riau.

2. Memetakan aktor-aktor perorangan dan institusi yang diduga dapat diklasifikasikan terlibat 

dalam konflik kepentingan.

3. Memaparkan dugaan praktik penggunaan perusahaan cangkang untuk proyek PSN.

4. Menganalisis politik hukum dalam pembangunan nasional yang tidak berkeadilan
5. Menganalisis berbagai pelanggaran HAM yang terjadi akibat proyek Rempang Eco City.

Tujuan



Metode

1. Mengumpulkan informasi dari sumber terbuka (website pemerintah, 

pemberitaan, akta perusahaan).

2. Mengumpulkan data pemenang lelang Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

dari BP Batam dan pemberitaan.

3. Mengumpulkan dan menganalisis data regulasi Proyek Strategis Nasional 

dan regulasi tentang konflik kepentingan pejabat pemerintah.

4. Waktu pengumpulan dan analisis data dilakukan mulai tanggal 6-25 

September 2023.



● Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat 

dari Korporasi untuk mengidentifikasi para penerima manfaat. 

● Definisi konflik kepentingan pada Pasal 1 angka 14 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan berbunyi: 

“Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk 

menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat 

mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau 

dilakukannya.”

● PermenPAN-RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan 

Kepentingan (dalam lampiran): 

“Suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan 

profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.”

Landasan Teori Konflik Kepentingan



● Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara (KPK, 2009: Hlm. 2):

“Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan 

kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga 

memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.”

● Metode untuk analisis aktor juga mencakup Politically Exposed Person (PEP). Menurut United Nations 

Convention Against Corruption (UNCAC) definisi PEP adalah individu yang, atau telah, 

dipercayakan dengan fungsi-fungsi publik yang penting dan anggota keluarga serta rekan 

dekatnya. Dalam definisi ini PEP digunakan untuk menganalisis kasus-kasus seperti dugaan tindak 

pidana korupsi hingga pencucian uang yang memiliki kriteria hubungan keluarga dengan pejabat 

publik. Meski demikian, konsep PEP secara progresif mendefinisikan pula hubungan bisnis 

keluarga yang dapat dikaitkan dengan pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil 

kebijakan.

Landasan Teori Konflik Kepentingan

https://pwypindonesia.org/id/mendefinisikan-politically-exposed-person-dalam-mendorong-keterbukaan-kepemilikan-perusahaan/
https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf.coredownload.pdf


Gambaran Umum PSN



Gambaran Umum PSN di Batam

1. Permenko Perekonomian 7/2023 menetapkan Proyek Rempang Eco-City di 
Kepulauan Riau sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

2. Permenko Perekonomian 7/2023 juga memuat proyek Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS) di Batam sebagai PSN.

3. Terciptanya situasi supply and demand di Batam yaitu: perusahaan PLTS yang 
memerlukan panel surya dan listriknya yang akan diekspor ke Singapura dengan 
produsen panel surya dari Xinyi Glass yang akan berdiri di Pulau Rempang.

4. Ada kebutuhan listrik “rendah karbon” dari pemerintah Singapura yang 
dihasilkan dari PLTS di Batam.



Kesesuaian Ruang Rempang Eco City- Industri Kaca Xinyi

Penataan Ruang Wilayah nasional, Penataan Ruang Wilayah provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota dilakukan 
secara berjenjang dan komplementer. - Pasal 6 UU Penataan Ruang (UU 26/2007 jo. UU CK 6/2023)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal l07 ayat (1) 
diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan : 

a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; 

b. rencana tata ruang wilayah provinsi; 

c. RTR KSN; 

d. RZ KSNT; 

e. RZ KAW; 

f. RTR pulau/kepulauan; dan/atau 

g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. - Pasal 108 ayat (2) PP 21/2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang



RTRW Kota Batam (Perda 3/2021)
● Tidak ada secara spesifik memandatkan adanya pengembangan Pulau Rempang atau bahkan menjadi Rempang Eco City. 

● Pembangunan-pembangunan infrastruktur sarana-prasarana fasilitas umum seperti jalan artileri, ketenagalistrikan dan waduk. Bahkan 
industry yang dimaksud disebutkan dalam indikasi program utama adalah pengembangan industri perikanan di Pulau Rempang dan Pulau 
Galang. 

● Lampiran IV

INDIKASI PROGRAM UTAMA

● Pembangunan PLTGU Rempang 
● Tata batas hutan lindung I kawasan 

Rempang
● Pemagaran dan pengamanan I hutan 

lindung Rempang dan hutan lindung 
Galang. 

● Kawasan Peruntukan Industri: 
Pengembangan industri perikanan di 
Pulau Rempang dan Pulau Galang

● Kawasan Pariwisata: Pengembangan 
dan penataan kawasan wisata Rempang, 
Galang dan Galang Baru

● Kawasan Permukiman: Pengembangan 
kawasan Pulau Rempang (Pariwisata, 
Industri, Perumahan dan CBD} 
Rempang 



RTRWP Kepulauan Riau (Perda 1/2017)

● Pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan: GI Rempang

● Sumber air baku pada jaringan air bersih terdiri atas: Sungai Cia (Rempang Utara) dan Waduk Rempang

● Kawasan Hutan Lindung (HL) Rempang Cate

● Kawasan suaka alam darat meliputi Taman Buru di Pulau Rempang 

● Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari peninggalan sejarah tentara Jepang di Sembulang Pulau 

Rempang Kecamatan Galang dan lokasi bekas perumahan pengungsi Vietnam di Pulau Galang Kecamatan Galang

● Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Batam, meliputi Perairan di sekitar wilayah Kelurahan Galang Baru



RTR KSN Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Perpres 
87/2011)
● Sumber air berupa air permukaan pada sungai Rempang

● Sumber air berupa air permukaan pada waduk sungai Rempang
● Sistem pengendalian banjir di Kawasan BBK yang berupa waduk sungai Rempang
● unit air baku dipasok dari waduk sungai Rempang
● Unit produksi (UP) air minum Sei Rempang
● Zona L2 (kawasan perlindungan setempat) yang merupakan sempadan pantai ditetapkan di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang 

Baru
● Zona L2 yang merupakan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Rempang, dan Sungai Galang
● Zona L3 (kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya)  yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan di sebagian 

pesisir Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru 
● Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di kawasan peninggalan sejarah tentara Jepang di 

Sembulang Pulau Rempang, kawasan bekas permukiman pengungsi Vietnam di Pulau Galang Kecamatan Galang
● Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gerakan tanah meliputi kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi ditetapkan 

di jalur-jalur sesar di Pulau Rempang Kecamatan Galang di Kota Batam
● Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya berupa taman buru ditetapkan sebagai TB yang selanjutnya disebut TB/L6 di sebagian 

Pulau Rempang Kecamatan Galang di Kota Batam.



RZ KAW LAUT NATUNA-NATUNA UTARA (Perpres 41/2022)

● Terdapat 6 Lampiran dalam beleid ini
● Lampiran IV yang merupakan kegiatan yang bernilai startegis nasional secara 

spesifik mengadopsi daftar proyek strategis nasional (PSN), namun tidak ada 
perencanaan alokasi ruang untuk pengembangan Rempang Eco City

 



RTRWN (PP 13/2017)

● Tidak ada secara spesifik dalam perencanaan terdapat alokasi ruang unutk 
pengembangan Rempang Eco City di Pulau Rempang

● Justru yang ada adalah Taman Buru Pulau Rempang yang termasuk dalam 
Lampiran VIII sebagai Kawasan Lindung Nasional



1. PT Adaro Energi Indonesia, kapasitas 720 MW, lokasi di 
Bendungan Duriangkang, Batam.

2. PT Batam Sarana Surya (Adaro Group), kapasitas 120 
MW, lokasi di Bendungan Duriangkang, Batam.

3. PT Toba Bara Energi, kapasitas 333 MW, di Bendungan 
Tembesi, Batam.

4. PT TBS Energi Utama (TBS Group), PT PLN Batam, dan 
PT PLN Nusantara Power, kapasitas 42 MW, lokasi 
Bendungan Tembesi, Batam

5. PacificLight Power Ltd, Medco Power, dan Gallant 
Ventures Ltd, kapasitas 670 MW (percontohan 100 MW), 
di Pulau Bulan, Batam

6. PT Calypte Energy Indonesia dan PT Terragama 
Hariara Energi, kapasitas 1,2 GW, di Batam dan 
Bengkalis, Riau.

7. PT Indonesia Power, EDF Renouvelables SA, Tuas 
Power Ltd, dan Abu Dhabi Future Energy Company 
PJSC (Masdar Group), kapasitas 2,8 GW, di Pulau 
Kundur dan Pulau Alai, Karimun, Riau

8. Quantum Power Asia and Ib Vogt, kapasitas 3,5 GW, 
Pulau Karimun, Kabupaten Karimun, Riau.

9. Gurin Energy Ltd dan Infratil Ltd, kapasitas 2 GW, di 
Pulau Karimun, Karimun, Riau.

Sumber: Diolah dari pemberitaan, website perusahaan, dan BP Batam.

Permenko Perekonomian 7/2023 Program III No 1c: 
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala 
Besar di Kepulauan Riau

Rencana Pembangunan PLTS di Batam dan 
Sekitarnya



Dugaan Perusahaan Cangkang Pengelola 
Rempang Eco City



Definisi Perusahaan Cangkang

Perusahaan cangkang (shell company) adalah perusahaan yang tidak memiliki aktivitas bisnis 
atau aset signifikan saat ini. Beberapa perusahaan cangkang mungkin pernah beroperasi di 
masa lalu, tetapi jumlah tersebut menyusut karena salah urus atau kondisi pasar yang tidak 
menguntungkan.

Perusahaan cangkang adalah korporasi yang tidak memiliki operasi bisnis aktif atau aset yang 
signifikan. Memiliki perusahaan cangkang bukanlah hal ilegal, tetapi perusahaan cangkang 
dapat disalahgunakan. 

Ini digunakan untuk menyembunyikan aktivitas seseorang atau perusahaan lain, terkadang 
aktivitas ilegal. Misalnya, beberapa orang menggunakan perusahaan cangkang untuk 
menghindari pajak.

Perusahaan cangkang terdaftar di negara-negara pusat keuangan di lepas pantai seperti British 
Virgin Islan di Karibia, Bermuda, Cayman Island, hingga Bahamas.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shell-company.
https://www.investopedia.com/terms/s/shellcorporation.asp.
https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/shell-company/


Media massa kerap mengafiliasikan PT MEG dengan 
Tomy Winata, pendiri Artha Graha Group. Badan hukum 
PT MEG adalah perusahaan penanaman modal asing 
(PMA) yang bersifat tertutup (private company). Sejauh 
ini, penelusuran kepemilikan saham PT MEG berakhir 
pada Grideye Resources Limited yang didirikan pada 9 
Mei 2013, teregister di British Virgin Island, sebuah 
negara suaka pajak di Karibia. 

Grideye punya anak perusahaan yang dimiliki 100% 
yaitu Banyan Solution Enterprise Pte Limited, berbasis di 
Singapura. Banyan ini punya 40% saham di PT Wisesa 
Makmur Raya, dan PT Wisesa punya saham 75% di PT 
MEG.

Dugaan Perusahaan Cangkang PT MEG



Pemegang Saham PT MEG di Indonesia & Singapura



Dugaan Perusahaan Cangkang PT MEG



1. Sejauh ini, hasil investigasi dokumen akta perusahaan menunjukkan tidak menemukan nama Tomy 
Winata dalam struktur perusahaan. Namun pemegang saham perseorangan PT Wisesa Makmur Raya dan 
PT Inti Bahana Indah Semesta adalah orang-orang yang terafiliasi dalam pekerjaan dan kegiatan sosial 
dengan Artha Graha Group.

2. Sebelumnya, Tomy pernah disinggung terkait perusahaan cangkang. Majalah Tempo Edisi 11 April 2016 
menuliskan bahwa Tomy Winata bersama Sugianto Kusuma, bos Agung Sedayu Group, pernah tercatat 
menjadi direktur Direktur Well Treasure Limited di Panama. Well Treasure Limited memiliki modal US$ 
50.000. Jumlah ini sama dengan Grideye Resources. 

3. Sejak berdiri pada 9 Mei 2013, Grideye tidak memiliki aktivitas berarti dan signifikan. Grideye tercatat satu 
kali mengganti direksi pada 6 April 2023 setelah kali pertama direksi didaftarkan pada 26 Agustus 2016. 
Aktivitas lainnya adalah pembayaran iuran tahunan (annual fee submission) yang dilakukan setiap tahun 
sejak 2013 hingga 2023. Dengan aktivitas seperti itu, diduga Grideye, yang menguasai saham PT MEG, 
masuk kategori perusahaan cangkang. 

4. Keberadaan induk perusahaan PT MEG di negara surga pajak seharusnya mendorong Direktorat Pajak 
Kementerian Keuangan untuk memeriksa kepatuhan pajak. Sebab diduga bahwa perusahaan induknya di 
BVI adalah perusahaan cangkang yang tidak memiliki aktivitas bisnis signifikan, sementara anak 
perusahaannya di Indonesia akan mengelola investasi ratusan triliun rupiah di Rempang.

Analisis Dugaan Perusahaan Cangkang

https://majalah.tempo.co/read/nasional/150473/kotak-pandora-di-panama


Temuan Dugaan Konflik Kepentingan Kebijakan PSN di Batam:
Konflik Rempang & Pembangunan PLTS 



Luhut Binsar Pandjaitan 

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut 
Binsar Pandjaitan merupakan menteri yang terafiliasi 
melalui kepemilikan saham di PT TBS Energi Utama Tbk 
melalui PT Toba Sejahtra. Per 31 Agustus 2023, PT Toba 
Sejahtra memiliki 8,9% saham di PT TBS Energi Utama. 
Berdasar pembaruan data AHU Kemenkumham pada PT 
Toba Sejahtra per 08 Februari 2023, Luhut punya saham 
mayoritas yaitu 99%. Luhut juga diduga memiliki 
hubungan keluarga dengan Pandu Sjahrir, Wakil 
Direktur Utama di PT TBS Energi Utama. Pandu adalah 
keponakan Luhut.

Dalam rencana bisnis, PT TBS Energi Utama di Batam 
akan melakukan pembangunan PLTS di Bendungan 
Tembesi.

Dugaan Konflik Kepentingan

22 Agustus 2019: Menko Marves pimpin rapat koordinasi 
pengembangan Rempang.

Pernyataan Menko Marves

30 Mei 2023 (Kompas.id) Soal Izin Pasir Laut:

“Sekarang, proyek besar ini adalah (Pulau) Rempang (Kepulauan 
Riau). Itu mau direklamasi supaya digunakan untuk industri besar. 
(Termasuk) untuk (industri) solar panel”

19 September 2023 (Viva.co.id) Soal Konflik Rempang:

"Selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah di Pulau 
Rempang, itu tidak ada masalah”

https://idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202309/2234ad99dd_d4b5a15189.pdf
https://market.bisnis.com/read/20200630/7/1259702/ini-profil-pandu-sjahrir-keponakan-luhut-yang-jadi-bos-di-berbagai-perusahaan-ternama
https://market.bisnis.com/read/20200630/7/1259702/ini-profil-pandu-sjahrir-keponakan-luhut-yang-jadi-bos-di-berbagai-perusahaan-ternama
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/30/luhut-pasir-laut-untuk-pengembangan-industri-besar
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1638949-soal-konflik-rempang-luhut-kalau-saya-yang-tangani-tidak-ada-masalah


Garibaldi Thohir, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno

Pemilik saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk antara 
lain adalah pejabat dan diduga berafiliasi dengan 
keluarga pejabat. Garibaldi “Boy” Thohir adalah 
kakak dari Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN). Boy Thohir punya 6,18% saham 
secara langsung dan menduduki posisi Presiden 
Direktur. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga 
Uno terafiliasi melalui perusahaan PT Saratoga 
Investama Sedaya Tbk (Bursa Efek Indonesia, 31 
Agustus 2023). Dalam rencana bisnis, Adaro akan 
membangun PLTS di Batam. 

Dugaan Konflik Kepentingan

https://idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202309/a938070c3f_91acefddc3.pdf


Dugaan Konflik Kepentingan

Moeldoko

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko 
memiliki putra bernama Randy Bimantoro. Randy 
diduga terhubung dengan perusahaan pengembang 
PLTS di Batam, Kepri dan Bengkalis, Riau. 

Randy diduga terhubung dengan Calypte Holding 
Pte Ltd, perusahaan pengembang PLTS tersebut. 

Dugaan keterlibatan Kepala KSP dalam aksi bisnis 
Randy tampak dari salah satu peresmian perjanjian 
kerja sama Calypte dengan mitranya, hadir 
perwakilan dari KSP.

Moeldoko juga terlibat urusan Rempang lewat 
pernyataan bahwa warga “salah membeli tanah”. 
Padahal warga sudah menempati Rempang 
turun-temurun, tapi negara justru mempersulit warga 
memperoleh hak atas tanah.

https://www.beritasatu.com/network/goriau/8146/hadiri-mou-calypte-holding-dengan-cgn-energy-international-suhendri-berharap-meranti-bisa-termasuk-bagian-dari-kerjasama
https://www.beritasatu.com/network/goriau/8146/hadiri-mou-calypte-holding-dengan-cgn-energy-international-suhendri-berharap-meranti-bisa-termasuk-bagian-dari-kerjasama
https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6945157/soal-konflik-rempang-moeldoko-sebut-banyak-warga-yang-tertipu


1. Pejabat pemerintah yang mendorong Rempang sebagai PSN dapat diduga memiliki afiliasi bisnis di Batam melalui 

kepemilikan saham dan keluarga. Rempang dan Batam adalah satu kota di mana terdapat dua PSN yang terhubung 

membentuk satu ekosistem bisnis, sehingga satu aksi bisnis dan sikap pejabat harus dianalisis sebagai sebab-akibat.

2. Indikasi dugaan konflik kepentingan tercermin dari adanya kebijakan PSN di Batam yang saling terhubung. Rempang 

sebagai lokasi pabrik Xinyi Glass Holding yang akan memproduksi panel surya. Pada sisi lain di Batam, terdapat 

perusahaan yang diduga terafiliasi pejabat akan membangun PLTS, yang mana perusahan itu berpotensi menjadi pembeli 

potensial untuk panel surya dari Xinyi.

3. Keterhubungan itu terkonfirmasi dari pernyataan anggota konsorsium Inspira (Indonesia Solar Panel Industry and 

Renewable Alliance) terdiri dari PT Adaro Power (anak usaha Adaro Energy), PT Medco Power (anak usaha Grup Medco), 

PT Energi Baru TBS (anak usaha PT TBS Energi Utama Tbk), dan PT Utomo Juragan Atap Surya Indonesia bahwa, 

“Konsorsium ini akan menyatukan permintaan agar produsen panel surya tier 1 mau berinvestasi di Indonesia," ucap 

Direktur Utama Utomo Juragan Atap Surya Indonesia Anthony Utomo kepada Tempo, Senin, 3 April 2023.

Analisis Dugaan Konflik Kepentingan

https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/169739/artha-graha-pulau-rempang


Kesimpulan
1. Kebijakan PSN untuk Rempang Eco City dengan tujuan utama pendirian pabrik 

panel surya dari Xinyi Glass dapat diduga tidak terpisahkan dengan adanya 
kebijakan PSN untuk pembangunan PLTS skala besar di Batam dan sekitarnya.

2. Pejabat pemerintah yang dapat diduga memiliki afiliasi bisnis PLTS di Kota 
Batam melalui kepemilikan saham dan hubungan keluarga merupakan pejabat 
yang ikut mendorong terwujudnya pembangunan pabrik panel surya di 
Rempang.

3. Terjadinya dugaan pelanggaran konflik kepentingan dalam pembangunan PLTS 
di Batam oleh pejabat pemerintah pusat. 

4. Terjadi dugaan penggunaan perusahaan cangkang untuk proyek PSN di 
Rempang.



Terima Kasih


